
6. Undang - Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4421); 

5. Undang - Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang - Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang - Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4389) ; 

3. Undang - Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355) ; 

2. Undang - Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286) ; 

1. Undang - Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah - daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud huruf a, 
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati. 

a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat .(2) dan ayat (3) 
Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah perlu rnenetapkan Standar Satuan Harga Biaya 
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Perneliharaan dan Standar Satuan 
Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pernerintah Kabupaten Pati 
Tahun 2010; 

Menirnbang 

BUPATI PATI, 

DENG AN. RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . 

STANDAR SA TUAN HARGA BIA YA KEGIATAN DAN HONORARIUM, 
BIA YA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 

TENT ANG 

PERA TURAN BUP A TI PA TI 
NOMOR 4 1 TAHUN 2009 

BUPATI PATI 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentanz Pedoman Penzelolaan Keuanzan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tujuh atas 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Instansi 
Pemerintah ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3855); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



Pemilihan jenis barang yang akan dibeli dan dipergunakan disesuaikan 
atau setara dengan jenis barang yang telah ditentukan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman 
pada harga yang berlaku pada saat pekerjaan I pengadaan dilaksanakan 
dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1. 

Pasal 3 

Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan 
Pemerintah Kabupaten Pati sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan sudah 
termasuk pajak-pajak danjasa lainnya. 

Pasal 2 

Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan 
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 
BIA YA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIA YA 
PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA 
PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PA TI TAHUN 2010. 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Tahun 2008 Nomor 8 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 
Nomor 24). 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pati Tahun 2008 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pati Nomor 22); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati N omor 21) ; 

- 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 432 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI 

Diundangkan di Pati 
padatanggal22 Juli 2009 

TASIMAN 

BUPATI PATI, 

Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 22 Juli 20,19 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pati 

Peraturan ini mulai berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
Tahun Anggaran 2010. 

Pasal 6 

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terjadi perubahan harga yang 
melebihi Standar Satuan Harga dan atau tidak tercantum dalam Standar 
Satuan Harga maka pelaksanaanya harus mendapatkan rekomendasi dari 
Tim Penyusun Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, 
Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang 
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati dan dimintakan izin Bupati. 

Pasal 5 

- 


